PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA _
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514 f
t-mnlI:dlnpoudlk.mangganlgumnll.com .

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI ’
NOMOR: B/3195/400.3.3.1/VI/2024 :

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan
pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang
berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-
Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);

b. bahwa berhubung berakhimya masa waktu |zin Pendirian Penyelenggaraan
Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu
mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, periu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai
tentang Perpanjangan lzin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Repubﬁk

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

—_—

Mengingat

Indonesia Nomor 5679);






Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

14,

15,

16.

Indonesla Tahun 2022 No ;

Keputusan Badan Standar, Kurkulum, dan Assesmen Pendidikan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia NOW‘/
00&!1%(!!!2022 Tahun 2022 tentang Capaian

Pamballjmn Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang
Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Bupati Manggaral Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggaral;
Surat Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Manggarai Nomor: Din. PPO, 420/0026/ | /2024 Tentang Pembentukan Tim Penilai
Kelayakan Pendirian/ Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan
Anak Usla Dinl (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten
Manggaral.

MEMUTUSKAN:

Memberikan perpanjangan lzin Pendirian penyelenggaran pendidikan kepada satuan

Pendidikan Anak Usia Cini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai
ketentuan Peraturan Perundangan yang behrlaku; '

2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah;

4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:

a.

Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);

Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan
Tenaga Administrasi lainnya;

. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai melakukan

penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan
apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka

Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan [zin Pendirian Penyelenggaraanya;










